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Lampiran

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2022/PA Kdr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara 1zin Poligami antara:

Safaul Bin Mudjarot, tempat dan tanggal lahir Kediri, 13 Juli 1873, agama
Islam, pekerjaan X6 XXXXXX XXX OO0COCKXKX,
Pendidikan Strata |, tempat kediaman di  Perum
Bumiasri Blok.A1l Rt.001 Rw.006 Kelurahan Kaliombo,
XIOOOOEKKK XXX X, XXXX XXX XXX sebagal Penggugat,

melawan

Nastiti Puspitaningsih Binti Midi, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 15
Februarl 1979, agama |slam, pekerjaan xxx Xxxxx
xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di Perum Bumiasri Blok.Al RLO01
Rw.006 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, xxxx
XXxxxx sebagai Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaltan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksl di muka
sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2022
ielah  mengajukan permohonan 1zin  Poligami, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 21/PdLG/2022/PA Kdr,
tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2007, pemohon telah melangsungkan
pernikahan dengan termohon yang telah tercatat oleh Pegawai Pencatat
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Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, xoooooox XX,
sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 85/85/1/2007
tanggal 12 Januari 2007,

2. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang

perempuan :
Nama : ERMY ENDARTI

NIK : 3571014808690005

Tempat, dan tanggal lahir  : Kediri, 08 Agustus 1969

Umur :52 tahun, agama Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan 23000000000 (penjual baju)

Tempat kediaman di : RT.010 RW. 002 Kelurahan Pojok, Kecamatan

Mojoroto, xxxx xxxxxx, sebagai calon istri kedua pemohon;
3. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini, karena Pemohon
sebelumnya pernah menjalin hubungan dengan calon istri kedua Pemohon
selama 4 tahun dan Pemohon ingin mengesahkan hubungan tersebut
dengan pernikahan yang sah dikarenakan antara Pemohon dan calon istri
kedua Pemohon sudah saling mencintai;
4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan ftidak keberatan apabila
Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut ;
5. Bahwa Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon dan dibuktikan
dengan bukti Surat Pernyataan yang di tanda tangani oleh Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi
kebutuhan hidup isteri-isteri besera anak-anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru Swasta di SMA Diponegoro
dengan gaji sebesar Rp.180.000- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
sehingga tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi kedua
isterinya tersebut;
8. Bahwa selama perkawinan pemohon dengan termohon telah
memperoleh harta bersama berupa:

a. Sepeda motor 1 unit, merk Honda Supra in atas nama AMIRI

dengan nomor Polisi AG 6574 BU,
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b. Sepeda motor 1 unit, merk Honda Vario atas nama SAFAUL

dengan nomor Polisi AG 2652 CO;

c. Sepeda motor 1 unit, merk Suzuki Family FRBO atas nama TAMIN

dengan nomor Polisi L3053 VM,

d. TV merk LG 14 inch;

e. Meja kursi keranjang tidur dan kasur serta perlatan dapur

f. Satu buah laptop merk ASUS;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isterl kedua Pemohon tidak ada
larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Kota Madya Kedir, agar menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut:

PRIMER:
1.
Mengabulkan permohonan pemohon;
2.
Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan
seorang perempuan yang bernama ERMY ENDARTI;
3.
Menetapkan harta bersama selama perkawinan pemohon dengan
termohon berupa:
a. Sepeda motor 1 unit, merk Honda Supra in atas nama AMIR1 dengan
nomor Polisi AG 6574 BU;
b. Sepeda motor 1 unit, merk Honda Vario atas nama SAFAUL
dengan nomor Polisi AG 2652 CO,
c. Sepeda motor 1 unit, merk Suzuki Family FR80 atas nama TAMIN
dengan nomor Polisi L 3053 VM,
d. TV merk LG 14 inch;
e Meja,kursi keranjang tidur dan kasur serta perlatan dapur
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mungkin dipenuhl, suami dilarang beristeri dari seorang. Pasal 58 (1) Selain
syaral utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh zin
pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada
pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu : a. adanya pesetujuan isteri; b.
adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri
dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakla-fakta tersebut diatas

dihubungkan dengan ketentuan undang-undang tersebut diatas serta hukum
syari'at islam, maka Majelis hakim berpendapat permohonan pemohon telah
cukup beralasan dan dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, maka biaya perkara balk dalam konvensi maupun rekonvensi
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILE

1 Mengabulkan permohonan pemohon
2 Memberl fjin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan
seorang perempuan yang bernama ERMY ENDARTI Bintt SUNARYO
2. Menetapkan harta bersama selama perkawinan pemohon dengan
termohon berupa:
a Sepeda motor 1 unit, merk Honda Supra in atas nama AMIRI dengan
nomor Polisi AG 6574 BU;
b. Sepeda motor 1 unit, merk Honda Vario atas nama SAFAUL dengan
nomor Polisi AG 2652 CO;
¢ Sepeda motor 1 unit, merk Suzuki Family FR80 atas nama TAMIN dengan
nomor Polisi L 3053 VM;
d. TV merk LG 14 inch;
e. Meja, kursi keranjang tidur dan kasur serta perlatan dapur;
f. Satu buah laptop merk ASUS;

3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hulaman 12 dari 13p Nomor

e e A R o

Bah b b s £ b b s b Wt s SO i bt b

131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami HARUN JP, S.Ag.,
M.H.I. sebagal Ketua Majelis, Drs, AKHMAD MUNTAFA, M.H. dan MULYADI,
SAg., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
SUPRI AKWAN, S.H, sebagal Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemahon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/lPenggugat

Rekonvensifkuasanya;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. AKHMAD MUNTAFA, M.H. HARUN JP, S.Ag., M.H.1.
Hakim Anggota,

MULYADI, S.Ag., MH.
Panitera Pengganti,

SUPRIAKWAN, S.H.
Perincian biaya :

1. Pendaftaran RpS0.000,00
2, Proses Rp75.000,00
3. Panggilan Rp480.000,00
4. Redaksi Rp5.000,00
5. Meterai Rp6.000,00
Jumlah Rp616.000,00
( enam ratus enam belas ribu rupiah )
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PUTUSAN
Nomor : 414/Pdt.G/2020/PA.Kdr

DEMI| KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata dalam
tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagal berikut dalam perkara izin
poligami antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kediri, 29 Oktober 1991, agama Islam,
pekerjaan xxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempal kediaman di, X00000(XX XXX XXXXX,
XxXxx Xxxxxx sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kediri, 12 Agustus 1992, agama Islam,
pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, xxxxxxxxx
XXXXXXXX, XXXX XXXXxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya yang
didaftarkan tertanggal 5§ Juli 2022 yang terdaftar pada register perkara
Pengadilan Agama Kedirl Nomor : 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr, tanggal 5 Juli 2022
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011, pemohon telah melangsungkan pernikahan
dengan termohon yang telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana ternyata dalam Kutipan
Akta Nikah Nomor 0735/14/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011;

Helaman 1 dani 7 ialaman

pree
iy PR
it Lok dochad dvngus ahie o P
Dntarm bl A oS ady ahow sadsadly, made v pire A 0 el !
Ema b hapardnras @ mebhamabagurg gad  Tal. (1396 10 fut 318 Haftaman 1

133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Temmohon dalam keadaan rukun dan
harmonis ,setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami
isterl dan tinggal dirumah orang tua Pemohon yang berada di KOTA KEDIRI dalam
keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

« PUTRI BIANCA ABHARINA AFIQAH, perempuan, umur 10 tahun;
« PUTRI CANTIKA ATHALLA, perempuan, umur 4 tahun,;

Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang

bernama !
Nama ; RISKE ISNAINI binti SUMADI
Umur i 22 tahun, agama |slam
Pendidikan . SLTA
Pekerjaan . Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Dusun Jelak RT.001 RW. 001 Desa Tunggal Pager,
Kecamatan Punggung, Kabupaten Mojokerto, sebagai
calon Istri kedua pemohon;

3. Bahwa Pemohon mengajukan jjin poligami ini, karena calon istri kedua Pemohon
sudah hamil, dan calon istri kedua ingin mengesahkan perkawinan secara negara
dan ingin mengesahkan anak yang akan lahir;

4. Bahwa sebenarnya Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila
Pemohon menikah lagi dengan calon isterl Pemohon yang kedua tersebut;

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup
isteri-isterl beserta anak-anak Pemohon;

6. Bahwa Pemohon bekerja sebagal kuli bangunan sehingga merasa kesulitan untuk
mencukupi kebutuhan ekonomi kedua isterinya tersebut;

7. Bahwa selama perkawinan pemohon dengan termobon telah memperoleh harta
bersama berupa:

a. Sepeda Motor Merk Honda Beat Nopol AG 4708 AX
b. Kulkas 2 pintu merk SHARP

c. Gerabah (Piring,Sendok dll)

d. Kompor Gas

8. Bahwa penghasilan perbulan Pemohon yang bekerja sebagal xxxX Xxxxxxxx
sebesar Rp,1.000,000 ( Satu Juta Rupiah);
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Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Pemohon mengajukan
permohonan Ini adalah: bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada
tanggal 31 Oktober 2011 dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun Pemohon
berkehendak untuk menikah lagi/poligami dengan seorang perempuan
bernama RISKE ISNAINI, hal ini Pemohon lakukan karena calon istri Pemohon
telah hamil ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon
telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan
dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan keberatan dan
tidak mengizinkan Pemohon menikah lagi;

Menimbang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan telah
mengatur tentang syarat alternatif dan syarat komulatif yang harus dipenuhi
apabila seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut
didalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayal (1) Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban
Termohon bahwa ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan untuk
beristeri lagi/poligami tidak disertai dengan alasan alternatif sebagaimana
tersebut didalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang
Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 5 UU Nomor 1
Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, tentang syarat-syarat kumulatif
untuk beristeri lebih dari seorang/poligami, Pemohon telah mengajukan bukti
surat pernyataan berlaku adil dari Termohon, akan tetapi dalam jawabannya
dibantah Kembali dengan alasan surat persetujuan dibuat karena dipaksa oleh
keluarga calon istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bersteri
lebih dari seorang tidak beralasan hukum dan tidak memenuhi syarat ketentuan
perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya patut untuk tolak;
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Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah
Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari ini Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 Masehi beriepatan dengan
tanggal 6 Muharam 1443 Hijriyah oleh kami MULYADI, S.Ag, M.H. sebagai
Ketua Majelis, Hj. ASLAMIAH.S.AgM.H dan DRS. RUSTAM masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota,
dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA,S.AgM.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIMANGGOTA HAKIM KETUA
Hj.ASLAMIAH,S.Ag,M.H MULYADI, SAg, M.H
HAKIM ANGGOTA
DRS. RUSTAM

Halaman 6 dari 7 felaman

Lomclwne
g e s M A A W agsc bl Db A baae b ohh awh Aombrie s Mata wmiet A A

T pee S Jeohat S ) A Akt
Dndant bl ot ahan i -y Mecamde, make g 0 mehds T —

Enwi2 hapardesae Grthansbagog gkl Tab ! O30 I faet 3 18

136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANT]
MEFTAKHUL HUDA, S AgM.H
Rinclan biaya perkara :
- Blaya Pendaftaran ‘Rp. 30.000,-
- Blaya proses 'Rp. 75.000,-
- Blaya Panggilan 'Rp. 420,000,
- Redaksi ‘Rp. 10.000,-
- Meteral 'Rp. 10.000,-
Jumlah :Rp. 545,000,

(Lima ratus empat puluh lima ribu ruplah
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PUTUSAN
Nomor 91/Pdt.G/2024PA Kdr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memerksa dan mengadii perkara perdata agama pada tingkal pettama (elah
menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan |zin Poligami antara:
PEMOHON |, NIK JOOXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kedir, 05
November 1983, agama |Slam, pekerjaan 3o XOm XXX XXXX
ROO0OM 000X, alamat oo, sekarang bertempat tinggal di
XX Xxxxxx, Pemohon,;
lawan
TERMOHON, NIKK: XXXXXXOOXXXXX, tempat tanggal lahir Kedid, 16 Juni
1980, agama Islam, pekerjaan |bu rumah tangga, alamat  %ooxx,
sekarang bertempat tinggal di - xex xxxxxx, Termohon;
Pengadilan Agama tersebut,
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat pemohonan tanggal 31 Januard 2024 yang
didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  xox xooxx Nomor
91/PdLG/2024/PAKdr. tanggal 31 Januari 2024, mengajukan pemohonan dengan dalil-
dalil pada pokokrya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2003, Pemohon telah melangsungkan pemikahan
dengan Temohon yang telah tercatat oleh Pegawal Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Gurah, Kabupaten Kedin, sebagaimana ternyata dalam Kutipan
Akta Nikah Nomor : XXOXXXXXXXXXXX tanggal 25 April 2003,

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan
harmonis ,setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagal suami
Bterl dan tinggal diumah yang dibell bersama yang berada di daerah Gurah,
ROOOXXK Xxxxxx selama kurang lebih enam belas tahun kemudian pindah di rumah
kontrakan yang berada di Jalan Mauni Gg. 2 No.16 RT.001 RW.004 Kelurahan
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Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah
Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari ini Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 Masehi beriepatan dengan
tanggal 6 Muharam 1443 Hijriyah oleh kami MULYADI, S.Ag, M.H. sebagai
Ketua Majelis, Hj. ASLAMIAH.S.AgM.H dan DRS. RUSTAM masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota,
dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA,S.AgM.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIMANGGOTA HAKIM KETUA
Hj.ASLAMIAH,S.Ag,M.H MULYADI, SAg, M.H
HAKIM ANGGOTA
DRS. RUSTAM
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Menimbang, batwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan
Temohon untuk menempuh mediasi dan mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak
membuahkan hasil, dengan demikian telah tempenuhi kehendak Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Alasan Permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan
pemohonan izin poligami adalah karena ingin mengesahkan perkawinan secara negara
karena sebelumnya antara Pemohon dan calon istri kedua sudah menikah siri dan
mempunyal seorang anak yang bemama ANAK 1, lahir di Malang pada tanggal 26 Juli
2020, laki-laki, umur 3 tahun dan Pemohon ingin membuatkan akta kelahiran untuk anak
tersebut
Fakta Yang Diakul

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Temohon dalil-dalil Pemohon telah
diakui, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Temohon adalah suami istr sah;

- Bahwa Pemoho sudah menikah lagl secara siri dengan Perempuan lain bernama
CALONISTRI KEDUA ;

- Bahwa Temohon tidak keberatan dimadu;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 191 KUHPerdata,
Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk  membuktikan dalildalinya telah
mengajukan bukti surat P.1 sampal dengan P.13 serta saksi-saksl yaitu Abdul Roufl dan
Yulis Setyowat;

Menimbang, bahwa buktl P.1 sampal P.13, telah bermeteral cukup dan dapat
deocokkan dengan aslinya sehingga memenuhl syarat fomil dan malenil sebagal alat
bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma dan mengikat
sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon telah memenuhl syarat formil dan
materiil sebagal saksi sesual Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR,
sehingga membuktikan bahwa bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan
baik dan rukun, Pemohon telah menikah sird dengan CALON ISTRI KEDUA |, Pemohon
ingin menikah lagi dan disetujui Temohon;
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Amar Putusan
MENGADILI:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Member jjin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menikah lagi (poligami) dengan
seorang perempuan yang bernama CALON ISTR! KEDUA ;
3. Menetapkan harta berupa:

31. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi AG 4465 EAH atas
nama Nado Widayat, Tahun Pembuatan 2019 Warna Merah Putih, Nomor
Rangka MH1JM2127KK501179, Nomor Mesin JM21E24787;

32 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride Nomor Polisi AG 3165 BBA,
alas nama Puryani, Tahun Pembuatan 2015, Wama Hitam Merah, Nomor
Rangka MH32BUOO2FJ210331, Nomor Mesin 2BU210336;

33 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy Nomor Polisi AG 2419 Ol atas nama
Puryani, Tahun Pembuatan 2018, Wama Coklat Hitam, Nomor Rangka
MH1JM3110JK664381, Nomor Mesin JM31E1662321;

34. 1 (unit) mobil penumpang merk Wuling Nomor Polisi B 2354 KIL atas nama
Narti, Type ALMAZ 1.5 L T LUX+SC CVT (4X2) AT, Tahun Pembuatan 2022
Putih, Nomor Rangka MK3BAAGAXNJOO3497, Nomor Mesin
LJO18N11220887;

Adalah hana bersama antara Pemohon dan Temnohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya pekara inl sejumiah

Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa
tanggal 19 Maret 2024 Masehi betepatan dengan tanggal 08 Ramadian 1445 Hijah,
oleh Drs, Akhmad Muntafa, M.H. sebagal Ketua Majelis, Harun J P, S.Ag,M.H.l. dan Drs.
Rustam sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadin para Hakim Anggota tersebut dan Erlinda
Fauzia Putri SH. sebagai Panittera Pengganti sena dhadii oleh Pemochon dan

Temohon,
Ketua Majelis,
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Drs. Akhmad Muntafa, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Harun J P, S.Ag. MM Drs. Rustam
Panitera Pengganti,

Erlinda Fauzia Putri, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Rp 70.000,00
2. Proses Rp  100.000,00
3. Panggilan Rp  560.000,00
4. Pemerksaan Rp  710.000,00

Sumpah Rp  100.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumiah Rp 1.550.000,00

o o
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